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KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  KABUPATEN LEBONG 

NOMOR 12 TAHUN 2023 

TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL 

KABUPATEN LEBONG 

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LEBONG, 
 

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan umum pasal 1 Peraturan 

Bupati Lebong Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyusunan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Lebong, 

selanjutnya perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

Pemerintah Kabupaten Lebong; 

  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas 

Sosial Kabupaten Lebong. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 

Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1967 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2828); 

  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349); 

  
3. Undang-Undang Nomor 25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan 

Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5038); 

  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015  Tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012  tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur  Negara  dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar 

Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

614); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang 

Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah 

Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 704); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar 

Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016); 

12. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata kerja perangkat Daerah Kabupaten Lebong, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga 

atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan 

organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong); 



  13. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyusunan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Organisasi  Perangkat 

Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong (Berita 

Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 Nomor 16). 

  14. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tugas dan 

Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lebong. 

   

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LEBONG 

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI 

LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN LEBONG 

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Dinas Sosial  

Kabupaten  Lebong yang terdiri atas Judul SOP, Dasar Hukum, 

Keterkaitan, Peringatan, Kualitas Pelaksanaan, Peralatan dan 

Perlengkapan, Pencatatan dan Pendataan, Pelaksanaan Kegiatan dan 

Mutu Baku; 

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada 

Diktum KESATU, dipublikasikan dalam media  sosial  dan  atau 

lainnya pada Dinas Sosial Kabupaten Lebong dan atau Pemerintah 

Kabupaten Lebong; 

KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada 

diktum KESATU bermanfaat sebagai Standar Kinerja Pegawai, 

mengurangi tingkat kesalahan, meningkatkan akuntabilitas, efisiensi 

dan efektifitas serta jaminan konsistensi pelayanan di Dinas Sosial 

Kabupaten Lebong; 

KEEMPAT : Keputusan   ini   mulai berlaku   pada tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan   apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam 

keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 
 

 
Ditetapkan di Tubei 
pada tanggal, 17 Januari 2023 

 
Kepala, 

 

 

 

Drs. H. A. GOZALI 
Pembina Utama Muda/IV.c 

Nip. 19680723 199303 1 003 
 
 
 

 


